6.1 Kesimpulan

BAB 6

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap 180 kasus korupsi pada masa pandemi COVID-

19 di Indonesia, teridentifikasi 4 bentuk discretionary corruption. Keempat bentuk

tersebut teridentifikasi dari 5 kasus yang berbeda, yaitu korupsi suap pengadaan

bantuan sosial terkait COVID-19 untuk wilayah jabodetabek, korupsi pengadaan

15.000 masker medis, korupsi pengadaan paket sembako untuk mengatasi pandemi

COVID-19, korupsi pengadaan lahan pemakaman COVID-19 di TPU Lebaksaat

Cimahi, dan korupsi refocusing anggaran pengadaan masker untuk COVID-19 di

Indramayu. Secara terperinci,

5 kasus yang teridentifikasi

bentuk-bentuk

discretionary corruption termasuk dalam teori, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Pengelompokkan Bentuk-Bentuk Discretionary Corruption
Berdasarkan Teori

Korupsi
refocusing
anggaran
pengadaan
masker untuk

keuntungan pribadi

No Kasus Hasil Penelitian Identifikasi Bentuk Berdasarkan
Teori

1 Kasus korupsi | Penyalahgunaan Bentuk  1:  Penyalahgunaan
suap wewenang dalam | wewenang dalam memberikan
pengadaan memberikan atau | atau menerima suap untuk
bantuan sosial | menerima suap untuk | mempengaruhi keputusan
terkait mempengaruhi
COVID-19 keputusan
untuk wilayah
jabodetabek

2 Kasus korupsi | Penyalahgunaan Bentuk 3.  Penyalahgunaan
pengadaan wewenang untuk | wewenang untuk  manipulasi
15.000 manipulasi harga | harga  atau  biaya  untuk
masker medis | atau biaya untuk | keuntungan pribadi
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COVID-19 di
Indramayu

3 Kasus korupsi | Penyalahgunaan Bentuk 2.  Penyalahgunaan
pengadaan wewenang dalam | wewenang dalam prosees
paket proses  pengadaan | pengadaan untuk kepentingan
sembako untuk  kepentingan | pribadi
untuk pribadi
mengatasi
pandemi
COVID-19

4 Korupsi Penyalahgunaan Bentuk 5.  Penyalahgunaan
pengadaan wewenang dalam | wewenang untuk mengelola dana
lahan mengalokasikan publik untuk keuntungan pribadi
pemakaman dana untuk proyek
COVID-19 di | atau kegiatan fiktif
TPU
Lebaksaat
Cimabhi

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperoleh temuan menarik bahwa
seluruh kasus discretionary corruption pada masa pandemi COVID-19 berkaitan
langsung dengan program penanggulangan COVID-19. Seluruh kasus
discretionary corruption yang berkaitan dengan COVID-19 ini, satu kasus terjadi
di pemerintah pusat melibatkan kementerian sosial dan 4 kasus terjadi di
pemerintah daerah melibatkan Dinas Provinsi Banten, Bupati Bandung Barat,
Pemerintah Kota Cimahi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cimabhi.
Lima kasus tersebut menggambarkan bagaimana pejabat pemerintahan
menggunakan diskresi untuk membuat keputusan yang tidak objektif, melainkan
untuk kepentingan pribadi, terutama dalam konteks darurat seperti pandemi
COVID-19. Temuan ini menjadi pembelajaran penting bahwa discretionary
corruption patut di waspadai karena sangat berpotensi terjadi pada saat situasi

tanggap darurat.
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6.2 Saran

Untuk menghindari praktik discretionary corruption dapat dilakukan
dengan memantau penggunaan diskresi oleh setiap pejabat publik. Penelitian ini
merekomendasikan pemerintah untuk membuat sistem pelaporan elektronik
terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi ini digunakan untuk memantau dan
mencatat setiap keputusan yang melibatkan diskresi. Sistem pelaporan elektronik
dapat pemerintah lakukan dengan cara mengembangkan platform digital
terintegrasi di mana setiap keputusan diskresi harus dilaporkan dan
didokumentasikan secara elektronik. Platform tersebut dapat diberikan aksesnya
kepada lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lainnya untuk memantau data
secara real-time. Sistem ini perlu di fasilitasi untuk mendeteksi anomali dan
indikasi penyalahgunaan diskresi secara otomatis.

Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan transparansi yang
mewajibkan pejabat publik untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan
setiap keputusan yang melibatkan diskresi. Pejabat publik yang menggunakan
kewenangan diskresi harus mendokumentasikan alasan, proses pengambilan
keputusan, dan hasil dari setiap tindakan diskresi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut harus dipublikasikan di portal
transportasi publik yang dapat diakses oleh masyarakatDengan sistem pelaporan
yang dilengkapi dengan kebijakan transparansi, diharapkan penggunaan diskresi
olen pejabat publik dapat dipantau secara efektif guna mengurangi risiko

penyalahgunaan dan meningkatkan kualitas keputusan diskresi.
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